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	Judul Penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	1.
	Maria Carissa Setyaningsih. (2018).Universitas Gadjah Mada
	Evaluasi Pelaksanaan E-Retribusi Pasar dan Efektivitas, Efisiensi, serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta
	1. Sama-sama meneliti tentang E-Retribusi Pasar
2. Metode pengumpulan data Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara
	1. Lokasi penelitian
2.  Teori yang digunakan
3. Hasil penelitian

	2.
	Kunto Wibisono et.al.(2022) Vol. 20.Universitas Diponegoro
	Efficiency and Effectiveness of E-Retribution Innovation in Sampangan Market and Jerakah Market
	Sama-sama meneliti tentang E-Retribusi Pasar

	1. Metode peneltian deskriptif kuantitatif
2. Lokasi penelitian
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	3.
	Freya Murti (2020). Universitas Gadjah Mada
	Evaluasi Pelaksanaan E-Retribusi Pasar Tradisional di Kota Surakarta sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance
	1. Teori yang digunakan
2. Metode penelitian deskriptif kualitatif
3. Metode pengumpulan data Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara
	1. Lokasi penelitian
2. Hasil penelitian

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
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	4.
	Yessica Handayani, et. al (2022). Jurnal Ekonomika Dan Bisnis, 2(1), 256-268.
	Implementasi Kebijakan Pengelolaan E-Retribusi Di Kota Bukittinggi. 
	1. Sama-sama meneliti tentang kebijakan E-Retribusi
2. Metode penelitian deskriptif kualitatif
3. Metode pengumpulan data
	1. Lokasi penelitian
2. Teori yang digunakan
3. Hasil penelitian 


	5.
	Saudahwati Wati (2019). Jurnal Inspirasi, 10(2), 115-120.
	Inovasi Pelayanan Publik Melalui Er-Usip (Elektronik Retribusi Pasar) Di Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah. 
	1. Metode deskriptif kualitatis
2. Jumlah informan
3. Metode pengumpulan data Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara
	1. Teori yang digunakan
2. Lokasi penelitian
3. Hasil penelitan


Penelitian-penelitian tersebut menjadi referensi penulis karena selaras dengan topik penulis yaitu mengenai kebijakan sistem E-Retribusi dalam pelayanan pasar. Penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih (2018), Murti (2020), dan Handayani et.al (2020) membantu penulis dalam melakukan analisis evaluasi kebijakan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wibisono (2022) dan Saudahwati (2019) membantu penulis dalam melakukan analisis mengenai kebijakan E-Retribusi pelayanan pasar. Dengan demikian melalui penelitian terdahulu tersebut, penulis memiliki acuan dalam menganalisis evaluasi kebijakan terkait implementasi E-Retribusi pelayanan pasar.
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1.2.1. [bookmark: _Toc140547086] Kebijakan Publik
a) Pengertian Kebijakan Publik
Kebijakan publik merupakan tindakan atau upaya pemerintah yang dibuat untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya yang berwujud pengaturan ataupun keputusan. Dalam praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara, yang memuat langkah-langkah atau upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kebijakan publik ini dalam praktiknya juga tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi. (Anggara, 2018: 33)
Beberapa ilmuan menjelaskan berbagai macam mengenai kebijakan publik, diantaranya definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye (Subarsono, 2013:2) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Hal ini bermakna apapun tindakan pemerintah baik secara implisit maupun eksplisit merupakan kebijakan, interpretasi tersebut bermakna bahwa kebijakan dilaksanakan badan/ instansi pemerintah, dan kebijakan mengandung alternatif pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan. (Subianto, 2020:3) 
Sementara Carl Friedrich dalam Satispi dan Mufidayaiti (2016: 6) mengemukakan bahwa :
“Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.”
Adapun David Easton (Satispi dan Mufidayaiti, 2016: 11) memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Dalam pandangan Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. (Subarsono, 2013: 3)
Kebijakan publik merupakan jalan untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan (Nugroho, 2004: 51) sehingga dapat kita ketahui bahwa :
1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempu.
Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.
b) Tahap Kebijakan Publik
Charles Lindblom (Winarno, 2004: 32) berpendapat bahwa proses perumusan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan variabel yang harus dipelajari oleh pembuat kebijakan. Oleh karena itu, beberapa pakar politik yang tertarik mempelajari kebijakan publik membagi proses penyusunan kebijakan publik menjadi beberapa tahapan. Tujuannya adalah untuk membuat kajian kebijakan publik lebih mudah. Tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh William Dunn (2003: 22) adalah sebagai berikut:
1. Tahap Penyusunan Agenda
Sejumlah aktor yang dipilih dan diangkat untuk merumuskan masalah masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, karena tidak semua masalah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agendakebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
2. Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah tersebut.
3. Tahap Adopsi Kebijakan 
Berbagai macam alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para aktor perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi untuk tindakan lebih lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Tahap Implementasi Kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini muncul berbagai kepentingan yang akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementor), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
5. Tahap Evaluasi Kebijakan
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.
Dari uraian tahapan perumusan kebijakan publik di atas, dapat dipahami bahwa evaluasi kebijakan memegang peranan penting dalam tahapan perumusan kebijakan publik. Mengingat banyaknya permasalahan yang ada di masyarakat, tentunya diperlukan penyelesaian masalah yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada.
1.2.2. [bookmark: _Toc132284027][bookmark: _Toc140547087] Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara untuk mencapai tujuan dari sebuah kebijakan. Lester dan Stewart (Winarno, 2012:101) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersamasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.
Menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012:149) mereka berpendapat bahwa :
"Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintahan atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya"
Sedangkan menurut George C. Edwards (Winarno, 2012: 155), implementasi kebijakan adalah: 
"Salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik
Berdasarkan definisi yang telah disampaikan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah tindakan atau usaha yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan dengan harapan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan tersebut.
George C. Edward III (Nawawi, 2009:138) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:
1. Comunication (Komunikasi) 
2. Resources (Sumber Daya) 
3. Disposition (Disposisi) 
4. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)
Pertama, dalam konteks implementasi kebijakan, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada kelompok sasaran, ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, seperti dimensi transformasi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency).
Kedua, sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, namun apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka pelaksanaan tidak akan berjalan dengan efektif.
Ketiga, disposisi mengacu pada watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi ini mencakup hal-hal seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Jika pelaksana kebijakan memiliki karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.
Keempat, struktur birokrasi adalah badan yang paling sering terlibat dalam keseluruhan proses implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaannya. Dalam struktur birokrasi, ada dua hal penting yang mempengaruhi, salah satunya adalah aspek struktur birokrasi yang penting adalah adanya prosedur operasi standar (standard operating procedures atau SOP). Selain itu, fragmentasi dari luar organisasi juga mempengaruhi struktur birokrasi.
1.2.3. [bookmark: _Toc140547088]Evaluasi
a. Pengertian Evaluasi
Pengertian evaluasi bersumber dari kamus Oxford Advanced Leaner’s Dictionary of Current English evaluasi adalah to find out, decide the amount or value yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata-kata yang terkandung dalam dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertangung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggung jawabkan.
Ralph Tyler (Akbar dan Mohi, 2018: 9) mengungkapkan bahwa Evaluation is the process of determining to what extent the educational objectives are actually being realized, maksudnya evaluasi adalah sebuah proses untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan bisa terealisasi. William N. Dunn (2003), memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: 
“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.”
Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan suatu kebijakan harus dievaluasi. Untuk mendapat outcome, dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya 5 tahun semenjak kebijakan itu di implementasikan. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka outcome dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak (Subarsono, 2013: 119)
Dari beberapa yang sudah dijabarkan tentang evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya evaluasi adalah suatu proses yang sengaja direncanakan untuk mengumpulkan informasi secara sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu, yang mana informasi tersebut digunakan untuk menentukan solusi dalam rangka mengambil keputusan.
b. Tujuan Evaluasi
Evaluasi memiliki beberapa tujuan menurut Anggara (2018) yang dapat dirinci sebagai berikut:
1. Mengukur efek suatu program/kebijakan pada kehidupan masyarakat dengan membandingkan kondisi antara sebelum dan setelah adanya program tersebut. Mengukur efek menunjuk pada perlunya metodologi penelitian. Adapun membandingkan efek dengan tujuan mengharuskan penggunaan kriteria untuk mengukur keberhasilan. 
2. Memperoleh informasi tentang kinerja implementasi kebijakan serta menilai kesesuaian dan perubahan program dengan rencana. 
3. Memberikan umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan/penyempurnaan implementasi. 
4. Memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut mengenai program pada masa mendatang. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik/memenuhi akuntabilitas publik.
c. Pendekatan Evaluasi
Dunn (2003) menjelaskan ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, yakni:(1) evaluasi semu; (2) evaluasi formal; dan (3) evaluasi keputusan teoritis, berikut penjelasannya :
1. Evaluasi Semu
Evaluasi semu (pseudo evaluation) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang terbukti dengan sendirinya (self evident) atau tidak kontroversial.


2. Evaluasi Formal
Evaluasi formal (formal evaluation) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa sasaran dan target yang ditetapkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk melihat manfaat atau nilai dari program dan kebijakan.
3. Evaluasi Keputusan Teoritis
Evaluasi Keputusan Teoretis (decision theoritic evaluation) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil- hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders. Dalam hal ini, evaluasi keputusan teoritik berusaha untuk menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan dinyatakan oleh para stakeholders.
1.2.4. [bookmark: _Toc132284028][bookmark: _Toc134006659][bookmark: _Toc140547089] Evaluasi Kebijakan
a) Pengertian Evaluasi Kebijakan
Evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya dan untuk menilai sejauh mana tujuan dicapai. Menurut Nugroho (2014), tujuan pokok dari evaluasi adalah bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk mengetahui seberapa besar pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi, evaluasi kebijakan harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif.
Menurut Bryan & White (1987: 15) Pengertian evaluasi mengandung makna sebagai alat penilaian, pengertian lain evaluasi ialah proses mencatat, melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan penyebabnya, secara elementer evaluasi adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program/rencana. Selanjutnya Charles O. Jones menyatakan: “evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of policy development and implementation” (evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya). (Suparman, 2017)
Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan gambaran atau penilaian terhadap apa yang sedang dilakukan. Menilai bagaimana kinerja pembuat dan pelaksana kebijakan, apakah sudah memenuhi harapan atau gagal dari apa yang diharapkan.
b) Tipe Evaluasi Kebijakan
James Anderson membagi evaluasi kebijakan publil menjadi tiga. Tipe pertama, evaluasi kebijakan public yang dipahami sebagai kegiatan fungsional. Kedua, evaluasi yang memfokuskan kepda bekerjanya kebijakan. Ketiga, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara obyektif program-program kebijakanyang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai. (Nugroho, 2004: 198)
Wollmann (dalam Fischer, 2015: 554) membedakan evaluasi kedalam dua jenis, (1) Fungsi dan waktu yang meliputi evaluasi ex-ante (sebelum pengambilan keputusan), on-going evaluation (evaluasi yang sedang berjalan) dan evaluasi ex-post (evaluasi untuk menilai pencapaian tujuan); (2) Internal (evaluasi diri) dan eksternal (evaluasi yang dimulai atau didanai dari sumber-sumber luar).
Sementara itu menurut Binghamdan Felbinger (dalam Nugroho,  2012: 735) evaluasi kebijakan dapat diuraikan menjadi empat jenis, yaitu: (1) Evaluasi proses, yang fokus pada bagaimana proses implementasi suatu kebijakan; (2) Evaluasi impak, yang fokus pada hasil akhir suatu kebijakan; (3) Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan; (4) Meta-evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait.
Dikutip dari (Nugroho, 2012: 738) terdapat empat lingkup evaluasi yang menentukan apakah kebijakan akan berhasil guna atau tidak yaitu: (1) Evaluasi formulasi kebijakan publik; (2) Evaluasi implementasi kebijakan publik; (3) Evaluasi kinerja kebijakan publik; (4) Evaluasi lingkungan kebijakan publik. Berdasarkan pada uraian Nugroho tersebut tipe evaluasi yang ingin diangkat dalam penelitian ini lebih mengarah pada tipe evaluasi implementasi kebijakan publik.


c) Fungsi dan Karakteristik Evaluasi Kebijakan
Evaluasi kebijakan sangat penting dalam menilai suatu kebijakan publik. Karena evaluasi memiliki fungsi yang membuat suatuu kebijakan perlu untuk dievaluasi. William Dunn (2003: 608) mengemukakan dalam analisis kebijakan bahwa evaluasi memiliki beberapa fungsi penting antara lain: 
1. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan serta tujuan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai dalam memecahkan masalah. 
2. Evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik terhadap nilai nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menggunakan alternatif sumber nilai maupun landasan dalam bentuk rasionalisme. 
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk dalam perumusan masalah maupun rekomendasi pemecahan masalah. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan baru atau revisi terhadap kebijakan dengan menunjukan bahwa kebijakan yang telah ada perlu diganti atau diperbaharui.

Evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya. Menurut Dunn (2003: 608), evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode- metode analisis kebijakan lainnya: 
1. Fokus Nilai. Evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Kerena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri. 
2. Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat; untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara actual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi. 
3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi- aksi dilakukan (ex post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (ex ante). 
4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dapat dianggap sebagai intristik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksiakan kepentingan relative dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.
d) Kriteria Evaluasi Kebijakan
Dalam menghasilkan informasi mengeni kinerja kebijakan, analis menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Dunn (2003: 429) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut : 
1. Efektivitas (Effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan; 
2. Efisiensi (Efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu;
3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah, kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan; 
4. Perataan/Kesamaan (Equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat; 
5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu; dan 
6. Ketepatan (Appropriateness) merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.
Tabel 2.2
Kriteria Evaluasi Menurut Dunn
	Tipe Kriteria
	Pertanyaan
	Ilustrasi

	Efektivitas
	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
	Unit pelayanan

	Efisiensi
	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
	Unit biaya, manfaat bersih, rasio cost- benefit

	Kecukupan
	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?

	Biaya tetap, Efektivitas tetap

	Perataan
	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda
	Kriteria pareto, Kriteria Kaldor-Hicks, Kriteria Rawls

	(1)
	(2)
	(3)

	Responsivitas
	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
	Konsistensi dengan survei warga negara

	Ketetapan
	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?
	Program publik harus merata dan efisien


Sumber : William N. Dunn. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan
e) Tahapan (Proses) Evaluasi Kebijakan
Evaluasi kebijakan sendiri dilakukan dengan cara berpedoman pada alur kebijakan yang dibuat sebagai pedoman untuk mengukur tingkat keberhasilan dimana tujuan dari setiap kebijakan pimpinan adalah bertujuan untuk pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat. (Khumayah, 2014)
Agar suatu kebijakan dapat dievaluasi dengan baik, para ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Edward Suchman dalam Winarno (2004: 169) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu: 
1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi 
2. Analisis terhadap masalah 
3. Deskripsi dan standardisasi kegiatan 
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi 
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain 
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak
Menurut Suchman, mendefinisikan masalah merupakan tahap yang paling penting dalam evaluasi kebijakan. Setelah masalah didefinisikan dengan jelas maka tujuan-tujuan dapat disusun dengan jelas pula. Kegagalan dalam mendefenisikan masalah akan berakibat pada kegagalan dalam menentukan tujuan-tujuan. (Muhrian, 2013)
Tahap evaluasi kebijakan tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat kegiatan pokok, sebagai berikut:
1. Menetapkan kebijakan publik
Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh suatu badan pemerintah cukupbanyak macam dan jenisnya. Oleh karena itu, penetapan kebijakan publik yanga kan dievalusi menjadi penting untuk menhindari kemnungkinan kesalahpahaman, baik bagi pelaku riset, kelompok lain, lembaga yang terlibat dalam pelaksaan riset evaluasi kebijakan.
2. Menetapkan kapan hasil riset evaluasi diperlukan
Batasan waktu diserahkan hasil riset harus menjadi faktor penting, baik bagi pelaku riste maupuan bagi lemabag atau pihak yang membutuhkan riset. Bagi pelaku riset, batasan waktu dapat digunakan untuk menyusun jadwal kegiatan riset yang akan dilakukan.
3. Menentukan dan memformulasikan tujuan kebijakan
Langkah pertama yang dilakukan oleh pelaku riset adalah menemukan dan memformulasikan tujuan kebijakan publik yang dievaluasi.
4. Menetapkan indikator pencapaian tujuan kebijakan
Tujuan yang telah diformulasikan dan dipilih untuk dievaluasi selanjutnya diukur dengan suatu indikator pencapaian tujuan.
f) Evaluasi Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan ialah suatu kegiatan atau proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan evaluasi implementasi kebijakan adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator kinerja. Menurut Nugroho (2014), indikator kinerja selanjutnya akan digunakan untuk menjawab:
1. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan? Jawabannya berkaitan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari outcome) terhadap variabel independen tertentu. 
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? Jawabannya berkenaan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempe.ngaruhi variasi outcome implementasi kebijakan. 
3. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan? Pertanyaan ini berkenaan dengan "tugas" pengevaluasi untuk memilih variabel-variabel yang dapat diubah (actional variable) atau variabel lain yang tidak dapat diubah sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai variabel evaluasi.
Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut timing evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksananakna, dan setelah dilaksanakan, Evaluasi sebelum pelaksanaan yang disebut William Dunn (2003) sebagai Evaluasi Summatif. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut Evaluasi Proses. Evaluasi setelah kebijakan yang juga disebut sebagai Evaluasi Konseskuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi impak/pengaruh (outcome) kebijakan. (Nugroho, 2004: 195)
Sebagai pembanding, James P. Lester dan Joseph Steward Jr (2000) dalam Nugroho (2004: 197) mengelompokan evaluasi implementasi kebijakan menjadi :
1. evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkaitan dengan proses implementasi; 
2. evaluasi impak, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan; 
3. evaluasi kebijakan, yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuanyang dikehendaki; dan terakhir 
4. evaluasi metaevaluasi, berkaitan dengan evaluasi dari berbagai implementasi kebijakan-kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.
[image: ]Petunjuk praktis evaluasi implementasi kebijakan publik dapat diringkas sebagai berikut :
Gambar 2.1
Petunjuk Praktis Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik
Sumber: Riant Nugroho.2004. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi
1. Evaluator harus menyesuaikan alat ukurnnya dengan model atau metode implementasi kebijakan. Pada dasarnya, setiap metode implementasi kebijakan di dalam dirinya telah menyediakan alat ukur bagi keberhasilan/kinerja implementasi kebijakan,
2. Evaluator harus menyesuaikan evaluasinya dengan tujuan dari evaluasi yang dibebankan kepadanya,
2. Evaluator harus menyesuaikan diri evaluasinya dengan kompetensi keilmuan dan metodologis yang dimilikinya.
3. Evaluator harus menyesuaikan diri dengan sumber daya yang dimiliki, mulai sumber daya waktu, manusia, alat atau teknologi, dana, sistem, manajemen, bahkan sumber daya kepemimpinan yang ada,
4. Evaluator harus menyesuaikan diri dengan lingkungan evaluasi, agar ia bisa diterima dengan baik di lingkungan yang akan dievaluasinya.
1.2.5. [bookmark: _Toc132284029][bookmark: _Toc134006660][bookmark: _Toc140547090] E-Retribusi Pelayanan Pasar
Sistem E-Retribusi merupakan sistem pembayaran retribusi pasar dengan menggunakan teknologi terbaru terutama dalam sektor perdagangan tradisional. Sistem Elektronik Retribusi atau E-Retribusi adalah sistem penerimaan retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran, atau sampai dengan penerimaan daerah. E-retribusi pasar merupakan suatu sistem manajemen informasi retribusi pasar yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan kolaborasi bersama lembaga perbankan. Kebijakan E-Retribusi adalah kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten sebagai langkah menuju Smart City. Tujuan dari kebijakan E-Retribusi pasar adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan retribusi pasar. Kebijakan ini juga memberikan kemudahan bagi pedagang dalam membayar retribusi pasar, serta mengatasi masalah pengelolaan retribusi secara manual yang selama ini terjadi.
E-Retribusi sebagai sarana penghubung antara pemerintah antara pemerintah sebagai penyedia jasa pasar tradisional dengan pedagang sebagai pihak pengguna jasa pasar tradisional dimana tranksaksi pembayaran retribusi pasar dilakukan secara non tunai yaitu dengan melibatkan pihak ketiga dalam hal ini perbankan (Sudrajat, 2022). Sistem pembayaran E-Retribusi adalah metode pembayaran retribusi yang menggunakan teknologi elektronik, sehingga prosesnya dapat dilakukan secara cepat dan mudah. Dalam sistem ini, pembayaran tidak melibatkan uang tunai, sehingga tidak ada kebutuhan untuk menangani uang recehan yang dapat merepotkan petugas. Selain itu, kebijakan e-retribusi pasar juga berkontribusi dalam mengurangi risiko penyimpangan dalam pengumpulan retribusi pasar yang dibayarkan oleh para pedagang.
E-Retribusi pelayanan pasar Kabupaten Cirebon merupakan suatu sistem aplikasi pengelolaan pembayaran pelayanan pasar secara elektronik pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon yang bekerja sama dengan Bank BJB sebagai lembaga perbankan. E-Retribusi pasar mengintegrasikan proses penerimaan pembayaran retribusi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dilakukan oleh Petugas Pasar dengan menggunakan Mobile POS Android. Cara penggunaan QR-Code pun cukup mudah hanya dengan memindai kode yang ada di dalamnya dengan ponsel yang dilengkapi dengan kamera dan aplikasi pembaca QR-Code. Setelah dipindai, QR-Code diterjemahkan menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti.
Adapun tujuan pemerintah Kabupaten Cirebon melaksanakan E-Retribusi adalah : (1) transparansi pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar; (2) peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan (3) mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT). Tata cara pembayaran retribusi pelayanan pasar secara non tunai sesuai dengan Peraturan Bupati No. 86 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan secara Non Tunai.
2) Proses pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar secara Non Tunai dengan cara petugas yang ditunjuk melakukan scan QRIS.
3) Pedagang membayar Retribusi Pelayanan Pasar menggunakan dompet digital.
4) Apabila dalam proses pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar ternyata saldo yang ada dalam dompet digital tidak mencukupi, maka pedagang harus mengisi atau menambah saldo melalui retail/toko modern/Bank/Pihak lain yang menyediakan fasilitas tersebut.
5) Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar bersifat harian.
2.3. [bookmark: _Toc132284030][bookmark: _Toc134006661][bookmark: _Toc140547091]Kerangka Pemikiran
Definisi kebijakan publik sangat beragam saat ini, menurut Carl Friedrich dalam Satispi dan Mufidayaiti (2016: 6) mengemukakan bahwa :
Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.
Sementara itu David Easton (Satispi dan Mufidayaiti, 2016: 11) memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, memerlukan suatu evaluasi dari keseluruhan proses kebijakan diantaranya dengan mengatur dan membandingkan antara hasil akhir dari program dengan tujuan kebijakan. Dunn (2003) memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: 
Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. . Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.
Evaluasi merupakan salah satu aspek yang vital dalam melakukan pengawasan terhadap suatu kebijakan, dengan evaluasi dapat diketahui segala penyimpangan serta kemajuan ataupun hasil dari kegiatan yang telah berjalan. Dalam menghasilkan informasi mengenai evaluasi kebijakan, analisis menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Kriteria evaluasi menurut Dunn (2003: 610) adalah : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan merupakan suatu aturan yang menjadi landasan dalam melakukan sesuatu. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama agar mencapai visi dan misi yang telah disepakati bersama. Selanjutnya,evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap apa yang sedang dilakukan, menilai bagaimana kinerja pembuat dan pelaksana kebijakan, apakah sudah memenuhi harapan atau gagal dari apa yang diharapkan. Oleh karenanya, peneliti mengambil teori tentang kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn. Ada 6 kriteria untuk mengevaluasi kebijakan menurut Dunn, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Resposivitas, dan Ketepatan.
Dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan Dunn, maka peneliti akan meneliti 6 poin yang nantinya di uji dengan bagaimana pelaksanaan kebijakan E-Retribusi Pelayanan Pasar oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, khususnya di Pasar Sumber Cirebon. Input yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati Cirebon Nomor 86 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Secara Non Tunai. Kemudian dalam meneliti evaluasi kebijakan tersebut, nantinya akan menghasilkan 2 output diantara nya evaluasi kebijakan yang ter-realisasi dengan baik dan yang tidak ter-realisasi dengan baik. Jika tidak ter-realisasi dengan baik, maka akan ada upaya-upaya untuk menghasilkan bagaimana mewujudkan evaluasi implementasi kebijakan E-retribusi pasar agar lebih efektif.
Berbeda dengan output evaluasi kebijakan yang sudah ter-realisasi dengan baik, bisa terlihat bahwa akan adanya efesiensi, efektivitas, dan rensponsivitas dalam penerapan E-Retribusi pelayanan pasar. Setelah menghasilkan ouput yang sesuai, maka selanjutnya akan menghasilkan outcome atau dampak. Dampak utama nya adalah terlaksananya evaluasi kebijakan peraturan bupati tersebut.
Adapun model kerangka pemikiran dari uraian diatas, yaitu sebagai berikut:


[image: ]Gambar 2.2
Model Kerangka Pemikiran
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INPUT   Evaluasi Implementasi   Kebijakan  E - Retribusi Pelayanan Pasar di  Dinas Perdagangan dan  Perindustrian KAbupaten Cirebon  (Studi Kasus di Pasar Sumber)  

Evaluasi Kebijakan  optimal  

PROCESS   Kriteria Untuk Evaluasi  Kebijakan :   1.   Efektivitas   2.   Efisiensi   3.   Kecukupan   4.   Perataan   5.   Responsivitas   6.   Ketepa ta n   ( William N. Dunn , 2003: 611 )  

Faktor penghambat :   1.   Keterbatasan sarana dan  prasarana   2.   Keadaan pedagang yang  kurang  paham dengan teknologi; dan   3.   Mekanisme pemungutan yang  belum konsisten.     

OUTCOME   Ter laksananya  Kebijakan E - Retribusi  Pelayanan Pasar    Dengan Baik  

Upaya yang dilakukan :   1.   Bekerja sama dengan   DISKOMINFO untuk  pemenuhan sarpras terkait sistem dan jaringan  internet;    2.   Saling membantu antar pedagang yang sudah  mengerti dengan yang belum;    3.   Melakukan sosialisasi dan bimbingan l anjut  dan  melakukan pengawasan langsung untuk  memonitoring lapangan.  

OUTPUT  

F   E   E   D   B   A   C   K      

Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 86  Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran  Retribusi Pelayanan Pasar Secara Non Tunai  

Evaluasi Kebijakan  belum optimal  


